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BAB I

AZAS KEDAULATAN RAKYAT

A Pengertian Azas Kedaulatan Rakyat

Menurut Kamus Latin Indonesia susunan W.J.S. Poerwadarminta menerangkan

sebagai berikut :
Azas : Sesuatu kebenaran yang menjadi pokok dasar atau tumpuan
berpikir ( berpendapat dan lain-lain ).
Azas : Asas

Kedaulatan : Mepunyai kekuatan tertinggi atau hak dipertuan atas suatu
pemerintahan negara.

Rakyat : Segenap penduduk suatu negara / sebagai imbangan pemerintah

Dalam bukunya yang berjudul Ilmu Hukum, Drs. Sudarsono mendeskripsikan
kedaulatan Rakyat yaitu kedaulatan adalah kekuasaan yang tertinggi pada suatu negara
yang berlaku bagi seluruh wilayah dan rakyat negara tertentu. Dan rakyat diartikan
sebagai semua orang yang berada di wilayah negara dan tunduk pada kekuasaan

negara.

Pakar lain yang memberikan keterangan tentang hal ini adalah Soehino,

S.H..dalam bulamya Ilmu Negara, mengutarakan bahwa asas kedaulatan rakyat adalah
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suatu azas { dasar ) di mana kekuasasn tertinggi dalam suatu negara ada di tangan

rakyat.

Jean Jackues Roussean mengemukakan bahwa azas kedaunlatan rakyat itu pada
prinsipnya adalah suatu siatem atau cara di mana pemecahan suatu soal itu menurut
sistem atau cara tertentu yang memenuhi kehendak umum ( rakyat ). Dalam hal ini
Immanuel Khan juga menegaskan bahwa tujuan negara itu yakni untuk menegakkan
hukum dan menjamin kebebasan warga negaranya dalam batas-batas yang dibatasi oleh
undang-undang; sedangkan undang-undang di sini yang membuat adalah rakyat itu
gendiri. Dus, undang-undang itu merupakan penjelmaan dari kemanan dan kehendak
rakyat. Jadi rakyatlah yang memiliki kekuatan tertinggi atan kedanlatan ( Soehino, S.H.,

1993 : 160 ).

Selanjutnya J.J. Rouseau menerangkan lebih lanjut bahwa kedaulatan atan
kekuasaan ini tidak boleh dipindahkan kepada pihak lain atau tidak bisa diserahkan
baik secara mutiak manpun sebagian. Jadi kemanan umum atau kedaulatan itu tetap ada
pada masyarakat atau kesluruhan dari rakyat. Akan tetapi bukan rakyat secara
perseorangan tetapi rakyat yang sudah menjadi kesatuan yang disebut masyarakat.
Kekuasazan yang ada pada penguasa hanyalah suatu kekuasaan yang diwakilkan saja

padanya.

Dengan demikian azas kedaulatan rakyat adalah suatu azas yang mana dalam
tata cara penyelenggaraan kenegaraan pthak rakyat memegang kekuasaan tertingg:,

vaitu penyelenggaraan kenegaraan oleh rakyat, dari rakyat dan intuk rakyat.
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B. Latar Belakang Timbulnva Azas Kedanlatan Rakyat

Azag kedaulatan rakyat ini bermula dari ajaran kaum monarkomaken yang
dipelopori oleh Johanes Althusius yang kemudian diteruskan oleh para sarjana hnkum
alam yang menyimpulkan bahwa pada awalnya para individu itu berkumpul dengan
mengadakan perjanjian di antara mereka guna membentuk masyarakat, dan kepada
masyarakat inilah para individu tersebut mewakilkan kekuasaannnya  atau
kedaulatannya Dan selanjutnya masyarakat inilah yang mewakilkan kekuasaanmya
kepada pengunasa ( Soehino, S.H, 1993 : 160 ).

Dari perjanjian di atas timbullah konsekuwensi sebagai berikut :

1. Terciptanya kemauan umum yaitu yang merupakan kesatuan dari kemaunan
orang-orang yang telah menyelenggarakan perjanjian tadi, inilah yang

merupakan kekuasaan tertinggi atau kedanlatan.

o

Terbentuknya masyarakat yaitu kesatuan dari orang-orang yang telah
mengadakan perjanjian masyarskat tadi. Masyarakat inilah yang mempunyai

kemauan umum yang merupakan kekuasaan tertinggi yang disebut kedaulatan

rakyat

Dengan perjanjian masyarakat tersebut, maka maka telah terjadi peralihan
keadaan dari alam bebas ke alam bemegara Karena peralihan ini melalui suatu proses
vang alamiyah yang merupakan naluri manusia vang menginginkan suasana aman,
sejahtera dan damai. Maka mereka kini telah mendapatkan kemerdekaan, dan diaturnya

hak dan kewajiban vang jelas; namun kemerdekaan ini dibatasi oleh kemauan umum
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berupa peraturan, undang-undang dan sejenisnya yang dimiliki masyarakat sebagai
pemegang kekuasaan tertinggi.

Sebenarnya sejarsh dunia memperlihatkan selalu bahwa pada setiap negara,
kepentingan rakyat sebagai suatn keseluruhan menjadi pokok pangkal dari segala
peraturan dalam ketatanegaraan. Negara sebagai wadah dari suatu bangsa untuk
mencapai cita-cita dan tujuan bangsanya; maka suatu negara rakyatlah yang pada
hakekatnya yang berhak dan menentukan bagaimana mereka seharusnya dipimpin.
Dengan demikian yang praktis penting adalah siapa atau badan apakah yang oleh
hukum dasar suatu negara ditunjuk sebagai pelaksana kedanlatan rakyat itu ( Dr.
Wirjono Prodjokusumo, 1983 : 50 ).

Menurut Jean Jackues Roussean bahwa kekuasaan itu tak bisa dipindah
tangankan kepada pihak lain, atau tidak dapat diserahkan baik sebagian maupun
seluruhnya kepada pihak lain. Kemauan umum atan kedaulatan tetap berada di tangan
masyarakat { rakyat ), rakyat di sini bukan perorangan melainkan rakyat yang sudah
menjadi kesatuan yang disebut masyarakat. Maka sifat kekuasaan pada penguasa hanya
melaksanakan kehendak umum, pengnasa hanyalah wakil rakyat. Dengan demikian yang
berhak untuk mengganti penguasa jika melakukan tindakan vang menyimpang dari
kemanan rakyat adalah rakyat itu sendiri. Sedangkan yang menjadi permasalahan
selanjutnya adalah sebelum individu-individu tersebut memberikan mandat kekuasaan
kepada penguasa, tentunya ia harus memiliki dahulu kekuasaan atan kedaulatan itu..
Dalam hal ini para sarjana hukum alam dan abad XVII dan XVIII menyatakan bahwa
individu teresbut mendapatkan kekuasaan 1tu dari hukum alam { Soehino, S.H., 1993

160 )
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C. Tempat dan Kedudukan Kekuasaan

Yang penulis maksudkan dengan tempat dan kedudukan kekuasaan di sini
adalah tempat dan kedudukan kekuasaan di suatu negara menurut para ahli hukum dan
ahli tata negara; di mana untuk mengatur jalannya penyelenggaraan kenegaraan perlu
kiranya adanya aturan main dan teknis operasional schingga roda pemerintahan
berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan semua pihak, baik pemerintah

sendiri maupun rakyat yang mempunyai kedaulatan.

Hal ini dikarenakan antara pemerintah maupun rakyat sungguh-sungguh
merupakan suafu kekuatan polittk. Yang menjadi masalah sekarang adalah
bagaimanakah atau dengan cara apakah yang terbaik untuk menciptakan suatu hubungan
antara keduaonya vyang harmonis sehingga di satu pihak pemerintah mampu
menjalankan roda pemerintahannya dengan lancar, dan pada sisi lain rakyat kemauan

dan kehendaknya bisa tersalur dan terwakili.( JH.R. Dr.J.J. Von Scmid, 1985 : 144 ).

Lalu bagaimana kita dapat meiihat kehendak rakyat terealisas: dalam tindakan
pemerintah ? Apakah demikrasi hanya sekedar pernyataan ataukah sudah menjadi
kenvataan ?. Hans Delbruch yang mengamati bentuk demokrasi di Inggris mengambil
kesimpulan bahwa dalam kenyataarmya bukanlah dengan pemilihan umum yang
mermungkinkan rakyat untuk menyatakan kekuasaannya, tetap: partai-partai yang

memerintah itulah yang selalu mengadakan hubungan dengan rakyat. Jika tidak ada
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sistem kepartaian maka demokrasi dalam arti bagaimanapun tidak akan mungkin ( Mac

Iver, 1988 : 179)

Pada setiap negara, kepentingan rakyat menjadi pokok pangkal dari segala
peraturan ketatanegaraan. Maka rakyatlah pada hakekatnya yang paling berkompeten
menentukan bagaimana mereka harus dipimpin. Pimpinan ini dapat berupa sekelompok
kecil orang-orang ataupun suatu kumpulan besar orang-orang yang agak banyak yang

mewakili seluruh rakyat, namun semua itu kembali pada kehendak dan keinginan

rakyat.

R G. Kartasapoetra, S.H dalam bukunya Sistematika Hukum Tatanegara
menegaskan bahwwa untuk melaksanakan hal di atas, maka kekuasaan dalam negara itu
memang harus dibagi-bagi dengan pengertian kendatipun kekuasaan dibagi-bagi namun
dalam pelaksanaannya masing-masing kekuasaan teresbut saling mempunyai
keterikatan guna merealisasikan kebersamaan dalam menjalankan kekuasaan tersebut (

R.G. Kartasapoetra, S.H.,, {987 : 36 ).

Maka Montesquieu dalam bukunya “ L’ esprit Des Lois “ menerangkan

perlunya kekuasaan negara itu dibagi dalam tiga kekuasaan yakni :

1. Kekuasaan Legislatif yaitu kekuasan untuk membuat undang-undang.
2. Kekuasaan Eksekutif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang.

3. Kekuasaan Yudikatif yaitu kekuasaan untuk menjalankan peradilan..
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Sedangkan John Locke dalam bukunya “ Two Treaties on Civil Goverment
mengadakan pembagian yang hampir sama dengan Montesquieu, namun ada sedikit
perbedaan yaitu sebagai berikut di bawah ini:

1 Kekuasaan Legislatif yaitu kekuasaan untuk membuat undang-undang.
2. Kekuasaan Eksekutif vaitu kekuasaan untuk menjalankan undang--undang.
3. Kekuasaan Federatif yaitu kekuasaan untuk menyatakan perang, mengadakan

perdamaign dan membuat persekutuan lembaga serta tindakan dengan semua

orang dan lembaga-lembaga asing

Teori yang dikemukakan oleh Montesqiueu tersebut di atas dikenal dengan teori
“Trias Politika™. Dalam menaggapi teori di atas seorang sarjana yang bermama Ivor
Jennings dalam bukunya “ The Law and the Constitutibn “ mengutarakan bahwa ada
dua sudut tinjauan adanya pembagian kekuasaan yaitu :

1. Pembagian kekuasaan dari sisi materiil; dalam hal ini pembagian kekuasaan
dengan mempertahankan dengan tegas pembagian tugas kenegarasn di antara
tugas legislatif, eksekutif dan yudikatif Jadi pembagian kekuasaan dilakukan
secara konsekuen sesuai dengan yang diucapkan oleh Montesquieu, hal ini
disebut dengan “ pemisahan kekunasaan .

2. Pembagian kekuasaan ditijau dari sudut formal, yang dalam hal ini pembagian
kekuasaan secara trigs politika namun tidak dipertahankan secara tegas, maka
hal ini disebut “ pembagian kekuasaan .

David E. Apter dalam bukunya Pengantar Analisa Polihk mengemukakan

bahawa badan eksekutif mempunyai tugas dan tangmmgjawsb menjalankan dan
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mensukseskan langkah operasional pemerintahan dan membuat kebijaksanaan
pemerintahan. Lembaga Legislatif menelaah  kebijaksanaan  pemerintah,
memperbaikinya atan mengganti dengan peraturan baru, merancang dan membuat
undang-undang, serta mengawasi dan mengontro! eksekutif . Badan yudikatif bertugas
menjamin bahwa konstitusi dan segenap peraturan yang mengatur hubungan timbal
balik antara negara dan warga negara, mengatur agar peraturan tersebut tidak
dilanggar. Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa prinsip utama dalam
pembagian kekuasaan kenegaraan ini adalah adanya penilaian dari badan yudikatif {
peradilan ), adanya tanggungjawab dari eksekutif, dan adanya kekuasaan yang
berdaulat dari badan legislatif atas nama rakyat ( David E. Apter, 1987 : 136 )

Penghubung mata rantai antara rakyat dengan pemerintah adalah partai-partai
politik, kelompok-kelompok kepentingan, kelompok penekan dan pemerintah. Dengan
adanya partai politik memungkinkan rakyat yang berdanlat melaksanakan keinginan
mereka melalui pemilihan umum, sehingga dengan demikian para anggota legislatif
akan bertanggungjawab kepada rakyat. Badan Eksekutif bertanggungjawab kepada
badan legislatif dan melalui badan ini ia bertanggungjawab kepada rakyat. Kemudian
kebijaksanaan-kebijaksanaan vang diambil dibuat dengan kerjasama antara wakil
rakyat yang duduk di legislatif dengan pihak eksekutif dalam bentuk undang-undang
vang akan dikelola dan dijalankan oleh aparat pemerintah . Dalam sistem kerja sama
ini dikenal dua jenis vakni bentuk pemerintahan presidensiil dan parlementer.

Badan perwakilan rakvat ( legislatif’ ) sebagai suatu lembaga yang dibangun
oleh para wakil rakva: dengan fingsi merealisasikan kekuasaan rakyat dalam suatu

aspek fembaga daiam pros:s pemernmiahan. Datam memalankan fimgsinva badan
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legislatif sebagai suatu lembaga, tentulah mengahadapi tekanan dan tuntutan dari semua
pihak yang berkepntingan, namun di samping ifu juga mendapatkan dukungan sebagai

imbangan terhadap tekanan dan tuntutan tersebut (Drs.. Arbi Sanit, 1985 :42)

Salah satu pihak yang berkepentingan terhadap badan perwakilan adalah
masyarakat atau rakyat sebagai pihak yang terwakilidan dan sekaligus sebagai pihak
yang telah mewakilkan kekuasaannya dan memberi tugas kepada legislatif untuk
memberi opini, sikap, dan kepentingannya di dalam proses politik dan pemerintahan.
Pada pihak lain yang berkepentingan dengan legislatif adalah eksekutif dan badan
peradilan ( yudikatif ) . Lembaga pemerintahan dan peradilan menuntut dukungan
legislatif melalui undang-undang yang dihasilkannya sehingga lembaga tersebut

mempunyai kewenangan untuk mengoperasikan fungsi-fingsinya

Beroperasinya peranan dan fiungsi badan perwakilan rakyat tidaklah terbatas
pada interaksinya dengan kedua lembaga tersebut, akan tetapi proses, peranan, dan
fimgsi legislatif ditentukan pula oleh semua permasalahan yang berkaitan dengan
struktur badan itu sendiri. Dengan kata lain di satu sisi peran dan fimgsi legislatif
ditentukan oleh eksistensinya sebagai suatu lembaga politik, dan pada sisi lain
ditentukan oleh perwujudannya sebagai suatu organisasi yang memadai proses politik (

Drs. Arbi Sanit, 1985 : 43 ).

Dari vraian di atas maka dapat kita ambil pengertian bahwa meskipun dalam
menjalankan penvelenggarasn negara itu perlua adanya pembagian atau pemisahan

kekuasaan,K sehingga peran dan fingsi dari lembaga kekuasaan itu jelas dan terarah,
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namun bukan berati lembaga kekuasaan itu tidak berkaitan erat, bahkan sebaliknya
untuk mewujudkan cita-cita suatu bangsa, ketiga lembaga yakni legislatif membuat
undang-undang dan mewskili rakyat dalam mengawasi eksekutif agar menjalankan
tugas pemerintahan; eksekutif bertugas melakukan roda pemerintahan dengan
melaksanakan undang-undan dan garis garis besar haluan negara, dan yudikatif
berkuasa menjalankan peradilan dan menciptakan keadilan. Lembaga-lembaga
tersebut haruslah menjalin kerjasama harmonis dan serasi, sehingga roda kenegaraan

berjalan dengan lancar dan baik.

D. Azas Kedaulatan Rakyat yang Dignut oleh  UUD 1945

Istilah kedaulatan dipergunakan dalam berbagai macam pengertian. Di dalam
hukum internasional ( hukum antar negara ), pengertian negara berdaulat adalah suatau
negara yang berhak mengatur sendiri urusan-urusan baik yang menyangkut urusan
dalam negeri dan luar negeri tanpa adanya campur tangan atan intervensi negara lain.
Kedaulatan ke dalam dinyatakan dengan kewenangannya untuk membentuk lembaga
legislatif, eksekutif, dan yudikatif berikut tugas dan kewenangannya. Sedangkan
kedaulatan ke luar diwujudkan dalam wewenangnya untuk menjalin hubungan
diplomatik dengan negara lain atau dalam kekuasaannya untuk menyatakan perang, atau

perdamaian, atan mengikat perjanjian dan sebagainya ( Moh. Kusnardi, S.H., 1988 :

Kendati Indonesia menganut azas kedaulatan rakyat, akan tetapi dalam arti

hakiki secara theologis rakyat Indonesia mengakui akan kedaulatan dan kekussaan
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Tuhan. Statemen ini berdasarkan mukaddimah Undang Undang Dasar 1945 yaitu pada
alinea tiga yang berbunyi :

“ Atas berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh
keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka Rakyat Indonesia
menyatakan dengan ini kemerdekaannya .

Dari teks pembukaan UUD 1945 di atas membuktikan bahwa betapapun
manusia mempunyai kekuasaan untuk mengusahakan sesuati yang menjadi
keinginannya, akan tetapi semua itu juga karena atas Rahmat dan Berkah dari Allah
yang maha kuasa Dengan demikian kemerdekaan Indonesia bukan semata-mata hasil
perjuangan fisik bangsa Indonesia, melainkan dibarengi dengan ridlo Allah; dan ini
diakui oleh rakyat Indonesia.

Sedangkan di preambule UUD 1945 alinea empat di sana terdapat ramusan
dasar negara Indonesia yakni Pancasila. Pada sila pertama berbunyi : “ Ke Tuhanan
Yang Maha Esa “. Sila ini merupakan sila pertama dan mengandung makna yang dalam
akan pengakuan rakyat Indonesia atas kedanlatan Tuhan sebagai Dzat yang Maha Esa
yang menguasai seluruh alam. Dan sila pertama ini menjiwai sila ke dua, sila ke tiga,
sila ke empat, dan sila ke lima dari Pancasila.

Dalam setiap pelantikan suatu jabatan kenegaraan, selalu diawali dengan
sumpah atas nama Tuban, seperti pada pasal 9 UUD 1945. Hal ini juga dilakukan oleh
hakim pada awal pembacaan putusan pengadilan yaug sclalu menyandarkan setiap
keputusannya demi keadilan berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa Semua itu
membuktikan adanya pengakuan rakyat Indonesia akan kekuasaan Allah daiam artian
hakiki. Namum dalam hidup sosial kemasyarakatan, kedaulatan atau kekuasaan itu

dilimpahkan kepada umat (rakvat) Indonesia
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Dalam Undang Undang Dasar 1945 mengandung azas kedaulatan rakyat yang
seluruhnya dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat ( MPR ), hal ini
sebagaimana tertera dalam batang tubuh UUD 1945 pasal | ayat 2 ialah : “ Kedaulatan
adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenubnya oleh Majelis Permusyawaratan
Rakyat “ ( Moh. Kusnardi, S.H., 1988 : 135 ).

Sedangkan dalam mukaddimah UUD 1945 juga disebutkan bahwa «“ Maka
disusuniah kemerdekaan kebangsasn Indonesia itu dalam Undang Undang Dasar
Indonesia yang berkedaulatan rakyat “. Dan pada pembukaan tersebut terdapat dasar
negara yakni Pancasila, terutama pada sila ke empat vang menjadi dasar kedaulatan di
negara Republik Indonesia, yang berbunyi « Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat

kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan .

Rumusan pada pasal 1 ( 2 ) UUD 1945 menunjukkan bahwa Undang Undang
Dasar 1945 mengandung azas kedaulatan rakyat dengan perwakilan. Kedaulatan
memang di tangan rakyat akan tetapi dalam pelaksanaannya diserahkan kepada wakil-
wakil rakyat yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat Majelis ini merupakan wakil
dari seluruh rakyat Indonesia, dan dikehendaki terdiri dari lapisan masyarakat. Hal ini
dapat dibuktikan dari kehendak pembuat UUD 1945 yang disebutkan dalam penjelasan,

bahwa MPR merupakan penjelmaan dari seluruh rakyat Indonesia.

Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan wakil seluruh rakyat Indonesia
dapat dilihat dan keanggotasnnya, sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 ( | ) sebagai

berikut 7 Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan
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Perwakilan Rakyat, ditambsh dengan utnsan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-
golongan ....”. Dewan Perwakilan Rakyat merupakan wakil rakyat dalam partai politik,
dan penentuan wakil rakyat tersebut harus melalui pemilihan umum Karena istilah
perwakilan membawa konsekwensi bahwa untuk menentukan wakil rakyat tersebut

harus dengan pemilihan umum.

Agar Majelis Permusyawaratan Rakyat dapat pula menentukan keinginan dari
daerah-daerah yang tak terwakili seluruhnya dalam DPR, maka anggota MPR
ditambah dengan utusan-utasan daerah-daerah . Untuk menentukan utusan daerah ini
dapat dilakukan dengan pemilihan bertingkat. Yaitu pertama diadakan pemilihan untuk
memilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ), dan selanjutnya Dewan
Perwakilan Daerah ini memilih wakil-wakilnya yang akan duduk di Majelis

Permusyawaratan Rakyat ( Harmaily Ibrahim, S.H., 1988 : 136)

Walaupun Dewan Perwakilan Rakyat merupakan wakil rakyat secara nasional
dan utusan daerah merupakan wakil dari daerah, namun masih ada golongan rakyat
yang belum terwakili di MPR. Yaitu sebagaimana yang tertera pada pasal 2 (1) yang
ditentukan juga adanya utusan golongan. Siapakah yang dimaksud dengan utusan daerah
ini ?. Undang Undang dasar 1945 melalui penjelasan pasal 2 menetapkan bahwa yang
dimaksudkan dengan “ utusan golongan * im adalah badan-badan seperti koperasi,
serikat kerja, dan sebagainaya. Walaupun badan-badan ini bukan merupakan anggota
partai politik, namun badan-badan yang mempunyai fingsi tertentu dalam masyarakat
itu harus mendapatkan wakilnya di majelis. Sedangkan yang dimaksud dengan - dan

lain-lain badan kolektif ** yaitu organisasi protesi yang karena timgsinya dalam
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masyarakat harus mendapat wakil di MPR, dan organisasi profesi ini bukan

merupakan anggota poartai politik atau golongan karya, seperti universitas dan lainnya.

Dengan diwakilinya seluruh lapisan masyarakat di Majelis Permusyawaratan
Rakyat, maka dapat ditampung dan kemudian dirumuskan kehendak dari seluruh rakyat
Indonesia dalam beptuk Garis Garis Besar Haluan Negara ( GBHN ). Maka dengan

demikian akan menjadi terarah dan terjaminiah kepentingan rakyat Indonesia.

Karena MPR beranggotakan begitn banyak dan bersidang hanya sekali saja
yaitu sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun, maka sifamya menjadi lamban.
Maka untuk menjalankan apa yang telah ditetapkan oleh MPR tersebut, maka MPR
menyerahkannya kepada lembaga-lembaga negara lainnya, yaitu seperti Dewan

Perwakilan Rakyat, Presiden, Mahkamah Agung dan lainnya.

Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai penjelmaan rakyat pada hakekatnya
adalah mandataris rakyat dan kehendak dari rakyat dituangkan dalam GBHN oleh
MPR, dalam pelaksanaannya sdiserahkan kepada presiden. Presiden yang telah dipilih
oleh dan ditetapkan oleh MPR adalah mandataris MPR. Sebagai mandataris ,
presiden menurut UUD 1945 adalah melaksanakan apa yang telah ditetapkan oleh

MPR dalam GBHN.

Sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat scbagai wakil rakyat dalam golongan
politik selain merupakan parter presiden dalam membuat undang-undang dan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN ) juga mewakili MPR dalam

rangka melakukan pengawasan kepada presiden | sehingea presiden dalam
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menjalankan tugasnya diharapkan untuk senantiasa berpegang teguh kepada

pelaksanaan GBHN, sehingga kehendak rakyat terwujud.

Pada pasal 1 ( 2 ) menentukan bahwa MPR melaksanakan * sepenuhnya
kedaulatan rakyat Kata sepenubnya ini menempatkan MPR sebagai lembaga negara
yang mempunyai kekuasaan yang tidak terbatas , atau dalam penjelasan UUD 1945
MPR inilah sebagai pemegang kekuasaan negara yang tertinggi. Dus, di negara
republik Indonesia dianut ketentuan bahwa kekuasaan negara yang tertinggi berda di
tangan MPR atau supremasi of the people’s consultative assembly. Kalan DPR,
Presiden, MA, DPA, dan BPK sebagai lembaga tinggi negara, maka MPR merupakan

lembaga tertinggi negara ( Prof. Ismail Sunny, ,10).

Menurut ilmu pengetahuan supremasi suatu lembaga negara, apakah namanya
parlemen atau nasional assembly, atan DPR pada dasarnya mempunyai dua prinsip

penting sebagai berikut :

1. Badan berdaulat itu mempunyai legal power yaitu kekuasaan berdasarkan
hukum untuk menetapkan segala sesuatan yang telah ditetapkan oleh konstitusi.
Sebagai contoh dalam pasal 3 UUD 1945 bahwa MPR menetapkan Undang
Undang Dasar dan Garis Garis Besar Haluan Negara Dalam pasal 6
dinyatakan akan kewenangan MPR memilih presiden dan wakil presiden. Dan
juga dalam pasal 37 disebutkan mengenai kewenangan MPR untuk mengubah

Undang Undang dasar.
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2. Tidak ada otoritas tandingan ( No Rival Anthority ) baik pperorangan maupun
badan yang mempunyai kekuasaan untuk melanggar atau menyampaikan
sesuatu vang telah diputuskan oleh badan berdamlat itu. Prinsip kedua ini
memperluas kekuasaan dari badan tertinggi ini terhadap hal-hal yang
walaupun secara tidak ( belum ) tegas diatur oleh konstitusi tetapi dapat
ditetapkan sendiri oleh badan berdaulat { MPR, pen. ) ini, seperti ketetapan

dan keputusan-keputusan MPR

Dengan demikian maka MPR mengatasi kekuasaan dari lembaga-lembaga
negara laimya seperti DPR, MA, DPA, BPK, dan Presiden. Dalam hubungan ini
sebagaimana halnya di negara-negara yang menganut supremasi atan national assembly
supremasi, maka Mahkamah Agung tidak dapat menilai secara materiil ketetapan
MPR, dan undang undang sebagai produk badan legislatif tertinggi sebagaimana
dimungkinkan di negara yang menganut supremasi of the supreme court yang berarti
bahwa penilaian secara materiil terhadap perundangan yang lebih rendah dari

ketetapan MPR dan undang undang dapat diperkenankan.

Azas kedaulatan rakyat vang dianut oleh UUD 1945 dan kerakyatan yang
menjadi dasar dan bentuk negara dihubungkan dengan ketentuan sidang MPR vyang
sedikitnya sekali dalam lima taﬁun vaitu pada pasal 3 , dan masa jabatan presiden
lima tahun ( pasal 6 ) menjadi dasar hukum yang kuat sekali untuk mengadakan
pemilihan umum sebagai manitestasi kedaulatan rakvat sekali dalam lima tahun ( Prot.

Ismail Sumy, ,10).
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Dalam bidang vudikatif terlihat pula adanya azas kedaulatan rakyat ini, di
mana hakim-hakim agung baru dapat diangkat setelah oleh anggota DPR diusulkan
kepada presiden. Dalam hal ini segala tindakan pemerintah yang merugikan rakyat,

maka dapat digugat di pengadilan ( Moh. Kusnardi, S.H. 1988 : 105 ).

Azas kedaulatan rakyat yang dianut oleh UUD 1945 sebagaimana telah
diuraikan di atas dapat diterangkan bahwa bagi negara Indonesia yang berdasarkan

Pancasila ( khususnya sila ke empat ) dan Undang Undang Dasar 1945 (
khususnya pada pembukaan pokok pikiran ke tiga dan pasal 1 ) adalah kekuasaan atan

kedaulatan rakyat Indonesia diwakili oleh MPR sebagai lembaga tertinggi negara

E. Hubungan Azas Kedaulatan Rakyat dengan Pemilihan Umum

Kedanlatan rakyat berarti rakyatlah yang mempunyai kekuasaan tertinggi,

rakyatlah yang menentukan corak pemerintahan dan tujuan yang hendak dicapai.

Dalam suatu negara yang kecil sekalipun, yang luas wilayahnya tak begitu luas
dan jumlah penduduk yang tak begitu banyak, kedaulatan rakyat tidak bisa dijalankan
gecara semumi-murninya. Apalagi bagi negara yang luas dan berpenduduk banyak, dan
apalagi di jaman sekarang masing-masing orang selalu sibuk dengan urusannya
sendiri-sendiri, adalah tidak mungkin meminta pendapat mereka seorang demi seorang
dalam menentukan jalannya roda pemerintahan Faktor lain yakni pada masyarakat
modern ini yang tingkat kecerdasan serta stratifikasi sosial yang berbeda,

menyebabkan kedaulatan rakyat tidak memungkinkan dilakukan secara mumni. Dengan
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demikian keadaan menghendaki bahwa kedaulatan rakyat dilaksanakan dengan

perwakilan ( Moh. Kusnardi, SH.,, 1988 : 328 ).

Dalam kedaulatan rakyat dengan sistem perwakilan atau demokrasi dengan
perwakilan ( representative democracy ) atan demokrasi tidak langsung ( indirec
democracy ) yang menjalankan kedaulatan rakyat itu adalah wakil-wakil rakyat
Wakil-wakil rakyat tersebut bertindak atas nama rakyat, guna menentukan cara dan
corak pemerintahan, serta tujusn yang hendak dicapai baik dalam jangka pendek

maupun jangka panjang.

Agar wakil-wakil rakyat tersebut dapat bertindak atas nama rakyat, maka
wakil rakyat itu harus ditentukan sendiri oleh rakyat. Dan untuk menentukannya melalui
suatu cara yang disebut pemilihan umum. Jadi pemilihan umum merupakan suatu cara
untuk memilih wakil-wakil rakyat Bagi suatu negara yang menyebut dirinya negara

demokrasi, pemilihan umum tersebut mesti dilakukan dalam jangka waktu tertentu.

Mengapa demikian ? sebab kemsauan rakyat tidak akan selalu sama untuk
jangka waktu yang panjang, terutama dalam hal-hal tertentu. Kemungkinan dalam
jangka wasktu tertentu rakyat akan mengubah pendapatnya Hal ini sangat mungkin
terjadi sebab dengan bertambahnya penduduk yang dewasa, dinamika sosial, ekonomi,
budaya, politik, hukum dan lain-lain semakin meningkat, ilmu pengetahuan dan
teknologi yang semakin maju dan sebagainya Hal-hal tersebut merupakan faktor-faktor
yang memungkinkan diadakanya pemilu, sebab mereka belum tentu sependapat dengan

orang tua mereka ( generast terdahulu ). Dengan berubahnya faktor-faktor di atas maka
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menghendaki adanya undang undang dan garis-garis besar haluan negara yang memadai
Jjamannya ( up to date ). Pemilu di Indonesia dilaksanakan lima tahun sekali, sedangkan
di negara Amerika Serikat dilakukan empat tahun sekali ( Harmaily Ibrahim, S H,

1988 : 239).

Pemilihan umum juga merupakan salah satu hak azasi warga negara Karena
dalam rangka melaksanakan hak azasi tersebut maka pemerintah seharusnya
mengadakan pemilu. Sesuai dengan azas bahwa rakyatlah yang berdaulat, maka apa
maunya rakyat selayaknya dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya Dan
merupakan pelanggaran hak azasi manusia manakala pemerintah memperiambat atau
bahkan tidak mengadakan pemilu tanpa minta terlebih dahulu persetnjuan dari wakil
rakyat. Maka akan timbul keraguan , apabila ada suatu negara yang mengklaim dirinya
sebagai pemerintahan dari rakyat ( demokrasi ) pada hal pembentukannya tidak
berdasarkan pemilihan umum Karena pemilu merupakan salah satu syarat bagi negara

demokrasi guna membuktikan kedaulatan rakyat.

Pemilihan umum juga bertujuan untuk membentuk suatu situasi tatanan tertentu
yang lebih baik dalam bidang politik, sosial, ekonomi, budaya, keamanan dan lainnya.
Dalam pemilu masyarakat juga mempunyai kesempatan untuk menyaring dan
memunculkan calon pemimpin yang ditawarkan lewat kampanye berdasarkan nilai
yang berlaku. Sehingga ada pemimpin yang tetap mendapatkan dukungan, ada pula yang
muncur, dan terdapat juga yang muncul baru karena mendapatkan dukungan
kepercayaan masyarakat Berarti pula ada program pemerintah yang tetap berlaku

karena mendapat dukungan, dan ada pula program baru yang didukung oleh pemilih.
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Melalui pemilihan umum, masyarakat ( rakyat, pen ) mamberikan
kepercayaan kepada pemerintah dan sistem politik yang ada Hal ini berarti pula lewat
pemilu masyarakat bisa menyatakan ketidak percayaannya kepada pemerintahan dan
sistem politik yang ada dengan tidak memilihnya kembali.. Dan yang perlu diingat juga
bahwa kemampuan manusia itu terbatas, karena itu sudah sewajarnyalah apabila ada
pergantian dan regenerasi kepemimpinan. Dengan demikian pemilu pada dasamya
untuk mengadakan perubahan politik secara damai dan berkesinambungan menuju

kondisi yang lebih demokratis, kondusif dan lebih baik { Drs. Arbi Sanit, 1985 : 156 ).

Untuk Negara Republik Indonesia setidaknya ada tiga tujuan pokok

diselenggarakannya pemilihan umum tersebut ( Moh. Kusnardi, S.H. 1988 : 320 ) yaitu

1. Untuk memungkinkan terjadinya peralihan pemerintahan secara damai dan
tertib.
2. Untuk melaksanakan kedanlatan rakyat.

3. Dalam rangka melaksanakan hak-hak azasi manusia.

Dengan demikian hubungan antara azas kedaunlatan rakyat dengan pemilihan

umum adalah jelas erat sekali, sebagaimana telah penulis uraikan di atas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id



